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ABSTRAK 

Di tengah geliat era digital, akses terhadap layanan publik kini menjadi tuntutan zaman. Salah 

satu bentuk pelayanan publik yang turut bertransformasi adalah pemenuhan kewajiban Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB). Artikel ini merupakan ialah dari pengalaman Kuliah Kerja 

Lapang (KKL) di UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin yang memfokuskan perhatian pada 

proses pembayaran PBB melalui aplikasi OVO. PBB, sebagai kewajiban warga negara, 

memiliki kontribusi besar dalam pembangunan daerah. Sayangnya, tidak semua orang 

memiliki. Laporan ini bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai alur pembayaran PBB melalui OVO, 

dokumen yang dibutuhkan, serta kendala nyata yang dihadapi di lapangan. Dengan memahami hambatan 

tersebut, diharapkan adanya perbaikan dalam pendekatan sosialisasi dan edukasi, sehingga pelayanan publik 

tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan manusiawi. Layanan digital seharusnya menjadi jembatan, bukan 

sekat, antara pemerintah dan warganya. Transformasi digital di bidang perpajakan hanya akan berhasil jika 

dibarengi dengan kepedulian terhadap kesiapan dan kebutuhan masyarakat. 

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, OVO, digitalisasi layanan publik, inklusi sosial, literasi 

digital, sistem informasi akuntansi, pelayanan berbasis teknologi. 

PENDAHULUAN 

Sebagai negara yang tengah berkembang, Indonesia terus mendorong 

pembangunan di beragam bidang sebagai langkah strategis untuk menciptakan 

kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan merata. Pembangunan ini 

mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang merata 

dan tidak diskriminatif, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional yang 

menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh aktivitas 

pembangunan tersebut tentu memerlukan dukungan pembiayaan yang besar dan 

berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara, pemerintah 
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mengandalkan penerimaan dari berbagai sumber. Seluruh alokasi dan penggunaan 

dana tersebut direncanakan serta diatur secara sistematis, yang disusun beserta 

pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam komposisi APBN, terdapat 

tiga asal utama pendapatan negara, ialah sektor minyak dan gas (migas), perpajakan, 

dan penerimaan negara bukan pajak (Lubis, 2015). Di antara ketiganya, sektor 

perpajakan menempati posisi strategis sebagai tulang punggung penerimaan negara 

karena kontribusinya yang paling besar dan berkelanjutan dalam membiayai berbagai 

program pemerintah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, infrastruktur, maupun 

pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan dari sektor 

pajak menjadi sangat krusial dalam mendukung upaya pembangunan nasional secara 

menyeluruh. 

Andriani (2020) Pajak ialah kontribusi yang bersifat mengaharuskan masyarakat 

kepada negara sebagai bagian utama pendanaan pengelolaan pemerintahan dan 

pembangunan yang bersifat memaksa dan diatur oleh peraturan perundang-

undangan, tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjuk secara spesifik. Dana dari 

pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan umum demi menjalankan 

fungsi pemerintahan. Menurut Rahayu (2020), pajak adalah kewajiban rakyat yang 

harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, dan bersifat mengikat. Pajak menjadi 

salah satu sumber utama penerimaan baik di tingkat nasional maupun daerah, serta 

memainkan peran vital dalam mendukung kelangsungan pembangunan dan 

operasional pemerintahan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutama berasal dari 

area pedesaan dan perkotaan (PPB-P2), ialah satu dari bagian yang memberikan 

sumbangsih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran pajak ini 

sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah. 

Halim (2016) Pajak Bumi dan Bangunan ialah kewajiban yang diberikan kepada 

setiap individu atau badan yang memiliki, mengelola, atau menggunakan tanah dan 

bangunan, sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan bersama. 

Rismawati & Sudirman (2016) Pajak bumi dan bangunan ialah kewajiban yang 
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tunjukan untuk seseorang atau badan hukum yang mempunyai, menguasai, 

menggunakan manfaat bangunan dan memiliki hak manfaat atas permukaan bumi. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah satu dari bagian pajak yang dikumpulkan oleh 

pemerintah daerah karena kepemilikan tanah dan bangunan yang berada di atas 

permukaan bumi, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung 

pembangunan lingkungan tempat tinggal mereka. Sementara itu, jenis PBB untuk 

sektor perdesaan dan perkotaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 37 UU 

pajak daerah dan Pendapatan Daerah (UU PDRD), adalah pajak yang dikenakan 

kepada seorang karena kepemilikan tanah, mempunyai bangunan, dikuasai, serta 

diambil manfaat oleh perorangan dan badan hukum, selain untuk lahan yang 

dipergunakan dalam kegiatan usaha seperti berkebun, kehutanan, serta tambang. 

Pajak Bumi dan Bangunan tidak terlepas dari subjek dan objek pajak. 

Sumarsan (2017 Subjek Pajak ialah perorangan atau badan hukum yang mana 

memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk sebagai 

pembayar, pemotong, maupun pemungut pajak, yang selaras dengan ketentuan 

diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2016; Halim & 

Bawono, 2016). Baik orang pribadi maupun badan, semua memiliki Setiap warga dan 

badan usaha memiliki peran yang sah secara hukum dalam sistem perpajakan 

nasional, baik dalam hal menerima hak maupun menjalankan kewajiban yang telah 

ditetapkan oleh negara. Sementara itu, objek pajak merujuk pada segala jenis 

peningkatan kondisi finansial yang dapatkan oleh Subjek pajak, baik dari indonesia 

maupun luar indonesia, yang dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup 

atau memperbesar harta kekayaan, menjadi bagian dari objek pengenaan pajak, tanpa 

memandang bentuk atau namanya (Mardiasmo, 2018). Objek pajak juga dapat berupa 

penghasilan, aset, maupun volume peredaran usaha, tergantung pada jenis pajak 

yang dikenakan (Waluyo, 2016). Resmi (2019) objek pajak mencakup semua jenis 

penghasilan atau kekayaan yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan, objek pajak merujuk pada tanah 
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serta bangunan yang telah dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu. 

Abuyamin (2016), klasifikasi ini disusun berdasarkan nilai jual, dan berfungsi sebagai 

pedoman dalam menentukan besaran yang harus di bayarkan oleh subjek pajak.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini memakai metode yang diterapkan pada kegiatan ini memakai 

metode deskriptf kualitatif sebagai target untuk memahami fenomena secara 

mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat naratif dan naturalistik 

(Sugiyono, 2019). Dalam tahap pengumpulan data peneliti memakai tiga cara seperti 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan memperoleh informasi secara 

langsung pada tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan menyaksikan secara langsung seluruh kegiatan 

operasional di lokasi penelitian untuk menangkap gambaran nyata kondisi di 

lapangan. Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di UPT Pajak Daerah 

Kelas A Caringin, peneliti terlibat aktif dalam mengamati berbagai aktivitas yang 

saling berkesinambungan dengan proses penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), termasuk ikut serta dalam beberapa kegiatan pendukung yang relevan. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, yaitu melalui sesi 

tanya jawab langsung antara peneliti dan Kepala UPT Pajak Daerah Kelas A 

Caringin. Untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam, peneliti juga 

mewawancarai pegawai lapangan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan 

penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), guna mengidentifikasi berbagai 

permasalahan yang sering muncul selama pelaksanaannya. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk menelaah dengan seksama kelengkapan dan 

relevansi dokumen yang dapat dijadikan dalam pelaksanan penyetoran pajak 

bumi dan bangunan (PPB). Seluruh data diperoleh secara sah dengan izin dari 

Kepala UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin, yang memberikan kepercayaan 

penuh kepada peneliti untuk mengakses dokumen sebagai bagian penting dalam 

penyusunan laporan. Langkah ini tidak hanya menekankan pada keakuratan 

informasi, tetapi juga mencerminkan hubungan kerja sama yang terbuka dan 

saling menghargai antara peneliti dan pihak instansi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin berlokasi di Jl. Raya Bogor–Sukabumi, 

Rukun Tangga 01/Rukun Warga 02, Ciherang Pondok, Caringin, Kabupaten Bogor. 

Salah satu aktivitas utama di kantor ini adalah pengelolaan penyetoran pajak bumi 

dan bangunan (PBB) dikakukan secara langsung oleh petugas lapangan guna 

menjangkau dan melayani para wajib pajak. Berdasarkan hasil observasi, proses 

pembayaran telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam Permenkeu No. 

234/PMK.03/2022, meskipun dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa 

kendala yang perlu diperhatikan lebih lanjut. 

A. Dokumen Terkait Pengelolaan dan Penerimaan Dana Desa 

Dokumen-dokumen yang terkait dalam penyetoran pajak bumi dan 

bangunan pada Kantor UPT Pajaka Daerah Kelas A Caringin adalah sebagai 

berikut: 

1. Suar Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)  

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ialah dokumen resmi yang 

diterbitkan dari pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah 

(Bappenda), yang memuat data penting seperti identitas Subjek pajak, 

Nomor Objek Pajak (NOP), lokasi objek pajak, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), 

serta besaran PBB yang harus dibayarkan untuk tahun pajak tertentu. 
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Gambar 3.1 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

Sumber : UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin 

 

2. Surat Tanda Terima Setoran (STTS)  

Dokumen ini dibuat oleh sistem aplikasi OVO yang diberikan kepada subjek 

pajak karena telah menyelesaikan transaksi penyetoran pajak bumi dan 

bangunan menggunakan OVO. 

 

 

Sumber: Aplikasi OVO 

Gambar 3.2 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 
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B. Permasalahan Terkait Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada OVO 

Berdasarkan fenomena yang terjadi terdapat kendala yang dihadapi, yaitu : 

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan aplikasi OVO 

sebagai media pembayaran pajak. Banyak masyarakat, terutama yang 

berusia lanjut atau tinggal di wilayah dengan literasi digital rendah, tidak 

mengetahui cara mengunduh, registrasi, dan menggunakan aplikasi OVO 

untuk pembayaran pajak. 

2. Kendala teknis seperti aplikasi error, tagihan yang tidak muncul setelah input 

NOP, atau koneksi internet yang buruk menjadi hambatan yang sering dihadapi 

oleh wajib pajak saat menggunakan OVO.  

3. Ketergantungan terhadap pihak ketiga untuk melakukan pembayaran, seperti 

meminta bantuan warung pulsa atau tetangga, sehingga menimbulkan potensi 

kesalahan data, biaya tambahan, dan risiko penyalahgunaan informasi pribadi. 

C. Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada OVO di UPT Pajak 

Daerah Kelas A Caringin 

Tabel dibawah ini menunjukan flowchart yang ditampilkan dalam laporan 

ini menggambarkan secara sistemtis dan terstruktur bagaimana penyetoran 

pajak bumi dan bangunan pada OVO diUPT Pajak Dearah Kelas A Caringin. 

Bagan ini menjelaskan urutan dari awal sampe akhir dengan alur yang jelas dan 

saling berkaitan, dengan alur yang terbagi kedalam 3 bagian utama : 

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)  

Tahapan ini ialah proses awal  dari penyetoran pajak bumi dan bangunan 

pada OVO, dimulai dengan subjek pajak, yaitu : 

a. Wajib pajak membuka aplikasi OVO, untuk melaksanakan penyetoran 

pajak bumi dan bangunan. 

b. Wajib pajak kemudian memasukan Nomor Objek Pajak (NOP) 
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c. Setelah memasukan NOP, kemudian akan dilakukan verifikasi dan 

pencocokan data oleh sistem OVO. 

2. Verfikasi dan Pencocokan Data Wajib Pajak 

Tahapan ini merupakan tahapan kedua,  tahapan ini berupa rangkaian 

prosedur yang di jalankan sistem aplikasi OVO untuk melaksanakan 

penyetoran pajak bumi dan pajak bangunan pada OVO di sistem aplikasi 

OVO menjalankan prosedur sebagai berikut : 

a. Sistem aplikasi OVO akan melakukan verifikasi dan pencocokan data 

wajib pajak, sehingga akan memunculkan infomasi wajib pajak berupa 

nama wajib pajak, NOP, lokasi objek, luas tanah dan bangunan pajak, serta 

jumlah pokok pajak yang harus dibayarkan wajib pajak. 

b. Setelah verifikasi dan pencocokan data, sistem aplikasi OVO akan 

melakukan konfirmasi pembayaran, untuk melanjutkan pembayaran atau 

tidak 

c. Setelah melanjutkan konfirmasi pembayaran, sistem akan langsung secara 

otomatis melanjutkan ke surat tanda terima setoran (STTS) yang dijadikan 

bukti keterangan telah melakukan penyetoran pajak bumi dan bangunan. 

d. Kemudian, sistem aplikasi OVO akan membuat daftar penyetoran pajak 

bumi dan bangunan yang mana hendak disampaikan informasi 

penyetoran pajak bumi dan bangunan ke sistem bappenda. 

2. Tahapan akhir dari penyetoran hasil pembayaran pajak bumi dan bangunan, 

pada tahap ini sistem bappenda akan mendapatkan berupa informasi 

penyetoran pajak bumi dan bangunan dari sistem aplikasi OVO. di tahap ini 

dilakukan sebagai berikut :  

a. Sistem Bappenda akan melakukan verifikasi data mengenai Daftar 

Pembayaran PBB 

b. Melakukan pencatatan berupa laporan realisasi 

c. Kemudian, setelah melakukan mencatatan realisasi, pendapatan (Kas) 

akan di setorkan ke kas negara. 



Karimah Tauhid, Volume 4 Nomor 9 (2025), e-ISSN 2963-590X | Hamdun & Anwar. 
 

7494  

Tahapan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan 

aplikasi OVO terdiri dari tiga tahapan utama. Tahap pertama dimulai oleh 

wajib pajak dengan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) ke dalam 

aplikasi OVO. Tahap kedua, sistem OVO ialah verifikasi dan pencocokan 

data subjek pajak, kemudian mengonfirmasi pembayaran dan menerbitkan 

Surat Tanda Terima Setoran (STTS). Tahap akhir, sistem Bappenda menerima 

informasi pembayaran dari OVO, mencatat realisasi penerimaan, dan 

menyetorkan pendapatan ke kas negara. Proses ini menunjukkan efisiensi 

digitalisasi dalam mendukung transparansi dan kemudahan pembayaran 

pajak bagi masyarakat. 

Tabel 3.1 Flowchart Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada OVO 

 

Sumber : UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin 
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KESIMPULAN 

Hasil Kuliah Kerja Lapang (KKL) pada UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin 

berkaitan dengan prosedur penyetoran pajak bumi dan pajak bangunan pada OVO 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui aplikasi OVO 

dilakukan melalui sejumlah langkah, dimulai dengan membuka aplikasi, 

memilih menu tagihan, lalu memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP). Setelah 

itu, pengguna dapat mengecek rincian tagihan PBB, melanjutkan ke tahap 

pembayaran, melakukan konfirmasi, dan akhirnya menerima bukti transaksi 

berupa surat tanda terima setoran (STTS) ialah bukti yang sah bahwa 

penyetoran telah dilaksanakan (STTS). 

2. Permasalahan yang diidentifikasi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan 

aplikasi OVO sebagai media pembayaran pajak masih menghadapi berbagai 

kendala. Pertama, masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat literasi 

digital rendah, terutama pada kelompok usia lanjut dan masyarakat di daerah 

tertentu, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan 

aplikasi OVO secara mandiri. Kedua, kendala teknis seperti gangguan pada 

aplikasi, tidak munculnya tagihan setelah input Nomor Objek Pajak (NOP), 

serta masalah jaringan internet yang tidak stabil menjadi hambatan signifikan 

dalam proses pembayaran. Ketiga, kondisi ini mendorong sebagian wajib pajak 

untuk bergantung pada pihak ketiga dalam melakukan transaksi, yang justru 

meningkatkan risiko kesalahan data, penambahan biaya, serta potensi 

penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

peningkatan literasi digital, perbaikan infrastruktur aplikasi, dan penyediaan 

layanan pendampingan bagi masyarakat untuk mendukung kelancaran 

pembayaran pajak secara digital melalui OVO. 

3. Dokumen terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan pada OVO seperti 

Aplikasi OVO, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Tanda Terima 
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Setoran (STTS). Dokumen tersebut merupakan dokumen yang saling 

berkesinambungan antara satu dan lainnya. 
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